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Sejak zaman dahulu Negara Indonesia teh1h dakenaJ sebagai negara kaya 

sumber daya alamnya, sehingga karena kekayaannya inilah Indonesia menjadi 

rebutan bagi negara-negara peajajah seperti : Portugis, Belanda dan Jepang, dengan 

berbagai macam kelicikan mereka Indonesia dapat dikuasai dan dikurns seluruh 

kekayannnya dibawa ke negeri asal mereka, aehingga Rakyat Indonesia tertindas 

hamp1r selama 3.50 tahun. 

Negara penjajah adalah negara yang selalu berupaya untuk dapat memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besamya tanpa mempematikan akibalnya, sehingga 

eksplotasi kekayaan alam Indonesia dilakukan secara beear·besaran. Dengan cara 

mengadu domba Bangiia Indoneaia para penjajah membodohi rakyat, eehingga dari 
. . 

tahun ke tahun kebidupan meroka bertambah menderita. 

Kekayaan sumber daya alam beraneka ragam meliputi kekayaan sumber daya 

alem hayeti dan non hayati. MenlD"lll Pasal 33 Undang-undang Dasar 194.S 

disebutkan bahwa : "Bumi dan air eerta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasni oleb negera dan dipergunakan untuk aebesar-beatr kemakmuran rakyal''. 

Dari ketentuan tersebut di atas ditegaskan bahwa pengelolaan 611111ber daya 

alam di Indonesia dapat dimanfaatkan, akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam 

bagi peningkalan kesejahteraan rakyat diupayakan secara menyelW11h dan terpadu 

dengan mempematikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan bidup, serta 

seuantiasa memperhitw1gkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi 
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kepentingan genernsi yang akan datang. Penganekru·agrunan pemanfaatru1 sumber 

daya alam dahun usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan 

ekonomi serta peningkatan ketahanan ekonomi, telah diupayakan sejalan dengan 

kemampuan airun Indonesia yang beraneka ragam dan kebutuhan masyerakat yang 

makin beranek.a ragam pula 

Peningkatan potensi sumber daya nlam yang dapnt diperbaharui dengan jnlan 

rehabilitasi swnber daya alam, yang keadaannya ki-itis dan konservasi sumber daya 

alrun yang l)lasih utuh. Pemanfaatan dan pengelolaan sumb"r daya la!Jan, air dan 

hulan, serta pola tala ruang masih belum sepenuhnya dilaksrumkwi secara 

menyelw11h dan terpadu, sehingga perlu terus diperhalikrut bersamaan dl'ngan 

pemelihararut kelestarian lingkungWl hidup. 

Dari uraian tersebut di alas maka kebijaksanaan Pemerintah dalam 

melakukan pengelolaan sumber daya alam, harus disesuaikWl dengan upaya 

pelestariau lingkwlgrut hidup. Oleh karena itu apabila melakukrut eksplorasi sumber 

; daya al am jangap sampai menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, sebab hal ini 

akan menimbulkan dampak bencana alam. 

Kantor Lingkungan Hidup Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam 

melakukan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, senantiasa mengambil 

kebijaksanaan yrutg dapal memperhatikan kelesterian lingkungru1 sekiter lokasi, serta 

mencega!J timbulnya dampak-dampak negatif dari pengelolaao tersebul. Karena 
. .  

pengelolann ywig dilakukrut secan1 sembarangru1 akan rentan terhadap 1e1jadi11ya 

bencana alam, sebab lingkungan hidup disekitar lokasi pengelolaan aka11 rusak dan 

tercemar. 
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A. PcngertJan clan Pene1u1n Judul. 

Skripsi ini berjudul : Tinjauan Kebijaksanaan Pemerintah Propmsi Sumatera 

Utara Dalam Melakukan Pengelolaan Sumber Daya Alam clan L111gkungan Hidup 

Menurut Hukum Administrasi Negara (Study Kwms Pada Kantor Dnpedalds Propinsi 

Sumatera Ulara). 

Judul pada llllatu tulisan karya ilmiah adaloh sangat dibutubknn, 11ebnb dengan 

membacajudul karya ilmiah teraebut kita dapat melihat gambaran tentang malerinya, 

sebab judul dapat melukiskan apa yang menjadi inti karangan atau karya ilmiah 
. . 

tersebul Untuk memnhami pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, penulis akan 

mengw1likan beberapa pengertian dari u;tilah alau kata-kata yang ditemu1 pada judul 

torsebut, antara lain : 

Tinj811an berarti meninjau, memandang (sesudah menyelidiki, mempelajari) atau 

perbuatan meoiojau.1 

Kebijaksanaan yang disebutjugabeleid, edministnll.ive policy adalah dasar-dasar 

atau gari11 sikap atau pedoman uotuk pelaksanaan. 2 

- Pemerintah menurul Pasal 1 huruf a Undang-undang No. S tahun 1974 adalah 

perangkat NegaraKesaluan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta 

pembantu-pembantunya. 3 

1 Tim Peoyusunan Kaa!Us Pusat Pembinaan clan Pengembangan Bahasa, 
Kamus Beear Bahasa Indonesia. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 199S, hal 791 

2 Pro£ DR. Mr Prajudi Atmoeuclirdjo, Hukum AdmimL�Slll'll. Penerbit 
Ghalia Indonesia, 1981, hal 33. 

3 Undang-undang No. S Tahun 1974 lentang Pokok·pokok Pe111erintah di 
De.erah, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang. 1983, ha! 39 
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Pengelolaan Sumber Dayu Alam adalah pemanfoatan sumber kekayann alam 

Indonesia untuk kepentingao Rakyat Indonesia seclV'a merata clan menyeluruh, 

dengan mempertimbangkan alcibat yang ditimbulkannya 

Lingkungan hidup menurut Pnsal 1 ayal I Undang-undang No 4 Tahun 1982 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

tennasuk didalamnya mnnusia dan perilakunya, yang mempengaruhl 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia se11a makhluk hidup 

llukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aluran hukum yang mcnentukan 

cara bagaimana negara sebagai penguasa menJalankan usaha-usaha untuk 

memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu sebarusnya bertingkah 

laku dalam meogusahalcan tug81·lugasoya. j 

Dan pengertian masing-mesiog kalimat tersebut di alas, maka dapat 

disimpulkan peogertiao judul skripsi ioi adalah : Sualu garis sikap atau pedoman 

untuk pelnksanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan perongkat 

pcmerintnhan, mengenai pengelolaau sumber-swnber yang terdapot bail< d1 darat, 

taut, maupun udara yang tidak merusnk lingkungan hidup, untuk dapat p�masukan 

sebagai sumber peodapatao asli daerah menurut peraturan tugas·lugas yang 

seharusnya dilnkukan oleh biro�i pemerintahao. 

' Pro( DR. Koesnadi Hardjasoemaotri, SH, Hukum Tata Lingkungno, edisi 
keempat, d1te1bilkan Gadjah Mada University Press, 1989, hal 578. 

1 Simorangkir JCT, SH, et al, Kamus Huk!!!!!, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 
1983, hal 78 
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B. Alasan Pemllihaa Judul. 

Sumber kekayaan alam yang potensial berupa barans tamban& minyak dan 

gas bumi serta mineral lai1U1ya yang terdapat di darat dan di dasar lautan, makin 

ditingkatkan eksplorasi, penggl!lipn dan pendayogunaa.nnya untuk menunjang 

pernbangunan daerah, dengan letap menjaga keseimbangan dan kelesteraian fungsi 

lingkungan hidup sertn dengan memanfaatkan teknoloil maju. 
Pembaogunan pertambangan harus memberilcan nilai tambah dan manfaat 

sebesar-besamya bagi kesejahteraan ralcyat dan mendorong pertumbuhan industn, 

dalam rangka memperkokoh B1ruktur ekonomi yang eeimbang dan meningkalkan 

pendapalan nasiooal. 

Seperti halnyn pada &Wit sekwang ini Pemerintah Indonesia sedans giat

gi atoya melaksanakan Pembangunan Nasional, uotuk meoingkatkM kesejahteraan 

rakyatnya se� deogan tujuan naaional yang terkandung dalam alinea keempat 

Pembukaan Undang·undang Das .. 1945. 

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai 

hak negara, sedangkan untuk pelalatanaan dan pertanggung jawabannya di lapangan 

disernhkan kepada Kepala Daerah. Untuk itulah diterbitkan surat Keputusan 

Bersamn Menteri Dalam Negeri dM Menteri Negara Pengnwnsan Pembangnnan dan 

Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 1979/KEP-002/MNPPUl/2/l 979 tentang 

m�tansi pengelolaan S11mber daya alam dan lingkungan hidup di daeruh, dalan1 Pw;al 

I ketentuan tersebut ditegaakan bahwa : "Para Gubernur/Walikotnmndya Kepala 

Daernh bertanggung jawab ala8 peogelolaan sumber-sumber al am clan lingkungan 

hidup di daerahnya masing-masiog". 
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